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Abstract

This study aims to find out how the career development policy of Islamic 
Religious Education teachers under the Local government is implemented 
and what the supporting and inhibiting factors are. This study was 
conducted by tracing literature sources and tracking related documents. 
This study shows that the career development policy has been regulated in 
Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government 
Regulation No. 74 of 2005 concerning Teachers, which mandates two 
streams of coaching and professional development for teachers, namely: 
first, coaching and professional development including pedagogical, 
personality, social, and professional competencies. second, coaching and 
career development, which consists of three domains, namely assignments, 
promotions, and promotions. The view that Islamic religious education 
teachers are under the full authority of the ministry of religion is one of the 
obstacles to policy implementation. While the supporting factors are the 
existence of clear rules under the regional staffing agency and a religious 
and socio-political atmosphere that is conducive and safe, So that the local 
government provides opportunities for PAI teachers to proactively propose 
activity programs through teachers’ working groups (KKG) and subject 
teachers’ meetings (MGMP)
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PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dari good JRYHUQDQFH adalah adanya kebijakan yang membantu 
melayani dan memfasilitasi masyarakat. Beberapa indikator kebijakan ini adalah 
WHUODNVDQDQ\D�SULQVLS�HÀVLHQVL��WDQJJXQJ�MDZDE��HIHNWLYLWDV�GDQ�SHOD\DQDQ�SULPD��VHKLQJJD�
masyarakat sebagai penerima dan sekaligus objek  kebijakan  terlayani dengan baik. Pada 
pendidikan agama (untuk semua agama) di sekolah sebesar 0,81, menunjukkan bahwa 
ketersediaan layanan pendidikan agama belum sepenuhnya (100%) (Hayadin, 2016). 
Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan 
kerangka hukum untuk semua aspek program yang akan dilaksanakan, baik yang 
diuntungkan maupun yang menjadi objek kebijakan. Kebijakan individu membutuhkan 
regulasi untuk melindungi hak dan kewajibannya terkait objek regulasi atau  kebijakan 
tersebut (Arisaputra, 2013).

Abstrak

dƵũƵĂŶ� ĚĂƌŝ� ƉĞŶĞůŝƟĂŶ� ŝŶŝ� ĂĚĂůĂŚ� ƵŶƚƵŬ�ŵĞŶŐĞƚĂŚƵŝ� ƚĞŶƚĂŶŐ� ďĂŐĂŝŵĂŶĂ�
ŬĞďŝũĂŬĂŶ� ƉĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ� ŬĂƌŝƌ� ŐƵƌƵ� WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ� �ŐĂŵĂ� /ƐůĂŵ� Ěŝ� ďĂǁĂŚ�
WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ��ĂĞƌĂŚ�ĚĂŶ�ĂƉĂ�ƐĂũĂ�ĨĂŬƚŽƌ�ƉĞŶĚƵŬƵŶŐ�ƐĞƌƚĂ�ƉĞŶŐŚĂŵďĂƚ�ĚĂƌŝ�
ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ�ŬĞďŝũĂŬĂŶ�ƉĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ�ŬĂƌŝƌ�ŐƵƌƵ�WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ��ŐĂŵĂ�/ƐůĂŵ�
Ěŝ�ďĂǁĂŚ�WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ��ĂĞƌĂŚ͘�WĞŶĞůŝƟĂŶ�ŝŶŝ�ĂĚĂůĂŚ�ƉĞŶĞůŝƟĂŶ�ŬĞƉƵƐƚĂŬĂĂŶ�
;library researchͿ͘� WĞŶƵůƵƐƵƌĂŶ� ŬĞƉƵƐƚĂŬĂĂŶ� ĚŝůĂŬƵŬĂŶ� ĚĞŶŐĂŶ� ŵĞůŝŚĂƚ�
ƉĂĚĂ� ƐƵŵďĞƌͲƐƵŵďĞƌ� ǇĂŶŐ� ƟĚĂŬ� ƚĞƌďĂƚĂƐ� ƐĞƉĞƌƟ� ĂƌƟŬĞů� ũƵƌŶĂů͕� ŚĂƐŝů�
ƉĞŶĞůŝƟĂŶ͕�ďƵŬƵ͕�ǁĞďƐŝƚĞ͕�ĂƌƟŬĞů�ƉƌŽƐŝĚŝŶŐ͘�,ĂƐŝů�ƉĞŶĞůŝƟĂŶ�ŵĞŶƵŶũƵŬŬĂŶ�
ďĂŚǁĂƐĂŶǇĂ� ŬĞďŝũĂŬĂŶ� ƉĞŶŝŶŐŬĂƚĂŶ� ŬĂƌŝƌ� ƚĞůĂŚ� ĚŝĂƚƵƌ� ĚĂůĂŵ� hŶĚĂŶŐͲ
ƵŶĚĂŶŐ�EŽŵŽƌ� ϭϰ� dĂŚƵŶ� ϮϬϬϱ� ƚĞŶƚĂŶŐ�'ƵƌƵ� ĚĂŶ��ŽƐĞŶ� ĚĂŶ� WW�EŽ͘� ϳϰ�
dĂŚƵŶ�ϮϬϬϱ�ƚĞŶƚĂŶŐ�ŐƵƌƵ�ǇĂŶŐ�ŵĞŶŐĂŵĂŶĂƚŬĂŶ�ďĂŚǁĂ�ƚĞƌĚĂƉĂƚ�ĚƵĂ�ĂůƵƌ�
ƉĞŵďŝŶĂĂŶ�ĚĂŶ�ƉĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ�ƉƌŽĨĞƐŝ�ŐƵƌƵ�ǇĂŝƚƵ͖�ƉĞƌƚĂŵĂ͕�ƉĞŵďŝŶĂĂŶ�
ĚĂŶ�ƉĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ�ƉƌŽĨĞƐŝ�ŵĞůŝƉƵƟ�ŬŽŵƉĞƚĞŶƐŝ�ƉĞĚĂŐŽŐŝŬ͕�ŬĞƉƌŝďĂĚŝĂŶ͕�
ƐŽƐŝĂů͕�ĚĂŶ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘�kedua,�ƉĞŵďŝŶĂĂŶ�ĚĂŶ�ƉĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ�ŬĂƌŝƌ�ǇĂŶŐ�
ƚĞƌĚŝƌŝ� ĚĂƌŝ� ƟŐĂ� ƌĂŶĂŚ� ǇĂŝƚƵ� ƉĞŶƵŐĂƐĂŶ͕� ŬĞŶĂŝŬĂŶ� ƉĂŶŐŬĂƚ͕� ĚĂŶ� ƉƌŽŵŽƐŝ͘�
�ĚĂƉƵŶ�ĨĂŬƚŽƌ�ƉĞŶŐŚĂŵďĂƚ�ĚĂƌŝ�ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ�ŬĞďŝũĂŬĂŶ�ƉĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ�ŬĂƌŝƌ�
ŐƵƌƵ�ƉĞŶĚŝĚŝŬĂŶ�ĂŐĂŵĂ�/ƐůĂŵ�Ěŝ�ďĂǁĂŚ�WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ��ĂĞƌĂŚ�ǇĂŝƚƵ�ĂĚĂŶǇĂ�
ƉĂŶĚĂŶŐĂŶ� ďĂŚǁĂ� WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ� �ĂĞƌĂŚ� ĂƚĂƵ� �ŝŶĂƐ� WĞŶĚŝĚŝŬĂŶ� ŵĞůŝŚĂƚ�
ƉĞŶĚŝĚŝŬĂŶ� ĂŐĂŵĂ� /ƐůĂŵ� ǇĂŶŐ� ĚŝƐĞůĞŶŐŐĂƌĂŬĂŶ� ƉĂĚĂ� ƐĞŬŽůĂŚ� ƚĞƌŵĂƐƵŬ�
ďŝĚĂŶŐ�ĂŐĂŵĂ�ŵĂƐŝŚ�ŵĞƌƵƉĂŬĂŶ�ŬĞǁĞŶĂŶŐĂŶ�ƉĞŶƵŚ�<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ��ŐĂŵĂ�
ƐĞďĂŐĂŝ� ŝŶƐƚĂŶƐŝ� ǀĞƌƟŬĂů͘� ^ĞŵĞŶƚĂƌĂ� ĨĂŬƚŽƌ� ƉĞŶĚƵŬƵŶŐŶǇĂ� ǇĂŝƚƵ� ĂĚĂŶǇĂ�
ĂƚƵƌĂŶ� ǇĂŶŐ� ũĞůĂƐ� ŵĞŶŐĞŶĂŝ� ŬĞƉĞŐĂǁĂĂŝŶ� ŵĞůĂůƵŝ� ďĂĚĂŶ� ŬĞƉĞŐĂǁĂŝĂŶ�
ĚĂĞƌĂŚ͕�ĚĂŶ�ƚĞƌĚĂƉĂƚ�ƐƵĂƐĂŶĂ�ƐŽƐŝĂů�ƉĞƌƉŽůŝƟŬĂŶ�ŬĞĂŐĂŵĂĂŶ�ǇĂŶŐ�ŬŽŶĚƵƐŝĨ�
ĚĂŶ�ĂŵĂŶ�ƐĞŚŝŶŐŐĂ�ƉĞŵĞƌŝŶƚĂŚ�ĚĂĞƌĂŚ�ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ�ŬĞƐĞŵƉĂƚĂŶ�ŬĞƉĂĚĂ�
ƉĂƌĂ� ŐƵƌƵ� W�/� ƵŶƚƵŬ� ƉƌŽĂŬƟĨ� ŵĞŶŐĂũƵŬĂŶ� ƉƌŽŐƌĂŵͲƉƌŽŐƌĂŵ� ŬĞŐŝĂƚĂŶ�
ŵĞůĂůƵŝ�ŬĞůŽŵƉŽŬ�ŬĞƌũĂ�ŐƵƌƵ�;<<'Ϳ�ĚĂŶ�ŵƵƐǇĂǁĂƌĂŚ�ŐƵƌƵ�ŵĂƚĂ�ƉĞůĂũĂƌĂŶ�
;D'DWͿ͘

Kata kunci:

'ƵƌƵ�ƉĞŶĚŝĚŝŬĂŶ�ĂŐĂŵĂ�
/ƐůĂŵ�͖�WĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ�
karir; Pemerintah 
ĚĂĞƌĂŚ͖�<ĞďŝũĂŬĂŶ
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Namun, ada hirarki regulasi yang perlu diperhatikan dari yang tertinggi hingga yang 
terendah. Dimana aturan yang lebih rendah harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan 
dengan aturan sebelumnya. Apapun kebijakannya, tetap mengacu pada peraturan yang 
bersifat menyeluruh, termasuk peraturan tentang pendidikan agama Islam (Ahmad & 
Ma’rifataini, 2021). Kebijakan terkait pendidikan agama mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ditetapkan menjadi 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
keagamaa. Turunan PP 55 Tahun 2007 adalah Permenag Nomor 16 Tahun 2010, yang 
menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang 
operasionalnya berada di bawah Kementerian Agama (Alimin, 2016). Namun faktanya, 
regulasi tentang pendidikan agama, khususnya di sekolah umum,  harus tetap mengacu 
pada regulasi Kemendikbud terkait.

Pada tataran realitas di lapangan, terdapat beberapa persoalan terkait implementasi 
kebijakan pendidikan agama dilapangan. Misalnya, jika pengelolaan guru pendidikan 
agama Islam di sekolah sudah dikelola dengan baik. Untuk itu pemerintah daerah, 
Kemendikbud dan Kemenag kabupaten atau kota perlu memiliki kebijakan dalam rekrutmen 
dan pengembangan guru agama yang melapor baik ke Kemenag maupun Kemendagri 
pendidikan (Wirkus et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang mendalam 
tentang manajemen guru agama dalam hal pemerolehan dan pengembangan. Contoh 
berikut menunjukkan bahwa dalam kenyataannya pengelolaan guru agama khususnya guru 
pendidikan agama Islam di sekolah masih menghadapi beberapa permasalahan, misalnya: 
masih adanya perlakuan dari pemerintah daerah yang belum menempatkan mereka 
dengan baik untuk guru pendidikan agama yang dikelola dan dinagkat oleh Kemenag dan 
pemerintah daerah, misalnya terkait dengan pengembangan profesi dan pemberian subsidi 
dan insentif/manfaat sosial daerah (Jadidah, 2021).

Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang kebijakan pengembangan karir guru 
secara umum sudah cukup banyak namun khusus penilitian yang mengkaji tentang 
kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam masih dikatakan kurang 
banyak, dan peneliti menemukan empat buah jurnal yang dianggap relevan dengan tema 
dalam penelitian ini diantaranya adalah penelitian dari (Suprapto, 2011), mengatakan 
bahwa kebijakan manajemen guru pendidikan agama Islam yaitu kewenangan penetapan 
dan pengembangan guru pendidikan agama Islam di sekolah menjadi tanggung jawab 
bersama Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, sedangkan pembinaan latar belakang 
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dan subtansi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, sementara untuk pembinaan 
administrasi, pembinaan profesi dan pengembangan karir, tunjangan kesejahteraan, dan 
Evaluasi DP3 tetap tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya Kebijakan tersebut 
butuh landasan hukum dan alur kerja yang jelas, baik dari segi pengangkatan maupun 
pembinaannya.

Berkaitan dengan pengangkatan dan pembinaan guru pendidikan agama Islam 
telah dijelaskan dalam penelitiannya (Khasani, 2010), mengungkapkan bahwa pembinaaan 
dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan teknis 
mengajar, minat dan bakat guru, kebijakan pendidikan negara, serta jabatan professional. 
Pengembangan karir termasuk memastikan keberlanjutan organisasi sekolah. Adapun 
untuk pengembangan karir didasarkan pada: prestasi kerja, kemampuan menyelesaikan 
tugas, karakter yang baik dan penerimaan oleh semua komponen sekolah.

Selanjutnya (Hayadin, 2016) juga menjelaskan mengenai pengelolaaan guru 
pendidikan agama Islam, hasil penelitiannya menerangkan bahwa pemerintah daerah 
merekrut tenaga pengajar pendidikan agama untuk memenuhi kebutuhan guru pendidikan 
agama di daerah dikarenakan jumlah tenaga pendidik yang diangkat oleh pemerintah 
pusat (Kementerian Agama Republik Indonesia) masih jauh lebih sedikit. Dan dalam proses 
pengembangan keprofesian dan kesejahteraan, guru pendidikan agama diperlakukan 
sama dengan guru-guru mata pelajaran lainnya serta suasana perpolitikan dan kejelasan 
peraturan dari Badan Kepegawaiain Daerah tentang pengurus perangkat daerah menjadi 
salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan guru agama.

Sementara penelitian (Munawir et al., 2022) lebih kepada pengembangan profesi 
dan karir guru secara umum yang dijadikan sebagai pembanding. Hasil penelitiannya 
mengemukakan bahwa pengembangan profesi guru adalah proses yang bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilan profesional guru dengan menyesuaikan dengan tuntutan 
pendidikan. Ada beberapa landasan untuk mengembangkan profesi guru, antara lain 
ODQGDVDQ� ÀORVRÀV� GDQ� SHGDJRJLV�� 6HODLQ� LWX�� SHQJHPEDQJDQ� SURIHVL� JXUX� KDUXV� VHVXDL�
dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Pengembangan profesi dan karir pendidik 
dapat dilaksanakan melalui berbagai program. Seperti program yang disupport oleh 
institusi sekolah maupun program pengembangan profesi dan pemagangan yang dibuat 
oleh pemerintah. Dengan Skema Pengembangan Profesi dan Karir Guru, diharapkan guru 
dapat terlibat aktif dalam meningkatkan berbagai keterampilan dan kemampuan masing-
masing.
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Artikel ini menggali tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pengembangan karir 
guru pendidikan agama Islam di bawah pemerintah daerah serta apa saja faktor-faktor 
pendukung dan penghambatnya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan karir guru 
pendidikan agama Islam di bawah pemda. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (OLEUDU\�UHVHDUFK) yang paling tidak 
memiliki beberapa ciri yaitu: 3HUWDPD� Penelitian ini berhubungan langsung dengan data 
tekstual atau numerik bukan dengan lapangan atau saksi mata berupa peristiwa, orang 
atau objek lain. Kedua, data sudah siap, artinya peneliti tidak akan kemana-mana kecuali 
berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. .HWLJD� data 
perpustakaan pada umumnya merupakan sumber data sekunder dalam artian bahwa 
peneliti lebih mungkin menerima data dari tangan kedua daripada yang asli dari tangan 
pertama di lapangan.  .HHPSDW� keadaan data di perpustakaan tidak terbagi oleh ruang dan 
waktu (Zed, 2004). Adapun penulusuran kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian 
ini dengan melihat pada sumber-sumber yang tidak terbatas seperti artikel jurnal, buku, 
hasil penelitian, website, artikel prosiding. Kemudian sumber-sumber tersebut dianalisa 
dan direduksi kemudian ditarik sebuah kesimpualan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan 
dasar perencanaan pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan perilaku. Kebijakan dapat 
diterapkan di pemerintahan, organisasi dan kelompok maupun individu (Hidayat & 
Makhali, 2010). Pada hakekatnya tujuan dari perumusan kebijakan pendidikan adalah 
sebagai pedoman bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi 
atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Hamzah, 2016). Kebijakan pendidikan harus memberikan dampak positif bagi 
para pelaksana pendidikan sehingga apa yang menjadi cita-cita oleh Undang-undang No. 20 
Tahun 2003 tentang pendidikan nasional dapat terlaksana yaitu pendidikan diselenggarakan 
secara demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajukan bangsa. Adapun mengenai 
kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam dibawa pemerintah daerah 
sebagai berikut;
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Kebijakan Pengembangan Karir Guru PAI di Bawah Pemerintah Daerah

3HQJHUWLDQ�SHQJHPEDQJDQ�NDULU�VHFDUD�KDUÀDK�PHQXQWXW�VHVHRUDQJ�XQWXN�PHQJDPELO�
keputusan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan karir (Siregar, 2017). Pengembangan 
profesional mengacu pada proses seumur hidup untuk mengembangkan keyakinan dan 
nilai-nilai, keterampilan dan bakat, minat, ciri-ciri kepribadian dan pengetahuan tentang 
ciri-ciri kepribadian, dan pengetahuan tentang dunia kerja (Tambunan, 2017). Dengan 
pengertian tersebut, pengembangan karir tidak hanya mencakup usia produktif seseorang 
bekerja saja akan tetapi lebih luas, yaitu sepanjang hayat. 

Kebijakan pengembangan dan peningkatan karir telah diatur didalam undang-
undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa ada dua alur dalam pembinaan 
dan pengembangan profesi guru yaitu pengembangan dan pembinaan propesi, dan 
pembinaan dan pengembangan karir. Untuk pembinaan dan pengembangan karir terdiri 
dari penugasan, kenaikan pangkat dan promosi. Pola pembinaan dan pengembangan 
profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di 
GDODP�PHODNVDQDNDQ� WXJDVQ\D� �7DXÀNXUUDKPDQ�� ������� 3HQJHPEDQJDQ� GDQ� SHPELQDQD�
profesi guru menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara 
satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, dan guru itu sendiri (Mahsunah, 2012). Secara 
umum kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi, memelihara dan meningkatkan 
keterampilan mengajar untuk memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran, yang 
berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa

Kebijakan berikutnya juga diatur dalam pasal 34 undang-undang Nomor 14 Tahun 
2005 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membimbing dan membina serta 
PHQJHPEDQJNDQ�NXDOLÀNDVL�GDQ�NWHUDPSLODQ�DNDGHPLN�SDUD�JXUX�SDGD�VDWXDQ�SHQGLGLNDQ�
yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dan wajib untuk 
menyediakan dan memberikan anggaran untuk meningkatkan keprofesionalisme dan 
pengabdian guru (Widiarto, 2020).

Mengenai hal tersebut diatas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan 
dan pengembangan karir Guru pendidikan agama Islam pada sekolah di Kota Palangkaraya 
kota makasar, telah adanya kerjasama Kemenag dengan Pemda. Kemenag bertanggung 
jawab secara subtansi dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesional 
guru pendidikan agama Islam sedangkan Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam 
pembinaan secara administasi berupa pengembangan karier, kesejahteraan dan penilaian 
guru pendidikan agama Islam (Suprapto, 2011).
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Dalam hal Pengembangan karir guru pendidikan agama Islam lebih didasarkan 
pada prestasi kerja para guru. Setiap guru yang berkinerja lebih baik secara profesional juga 
akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Hal ini sejalan 
dengan apa yang dikatakan Arikunto tentang sistem prestasi kerja. Sistem kinerja pekerjaan 
adalah sistem kepegawaian di mana penunjukan seseorang ke suatu posisi didasarkan pada 
keterampilan dan prestasi orang itu (Suharsimi, 2008).

Menurut PP No. 74 Tahun 2005 tentang guru, mengamanatkan bahwa terdapat dua 
jalur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu : pembinaan dan pengembangan 
profesi, pembinaan dan pengembangan karir(Rachmawati, 2019). Pembinaan dan profesi 
guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara 
pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga bidang yaitu penugasan, 
kenaikan pangkat dan kenaikan promosi. Bidang pengembangan karir Pembinaan dan 
pengembangan profesi guru menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, 
penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi  guru dan guru itu sendiri. Secara 
umum kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi, memelihara dan meningkatkan 
keterampilan mengajar untuk memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran, yang 
berdampak  pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa(Mahsunah, 212).

Demikian juga di SMAN Rayon 11 Jakarta Selatan diterapkannya dua jalur dalam 
pengembangan profesi dan karir yaitu jalur fungsional dan jalur struktural. Untuk jalur 
fungsional hanya diperuntukkan untuk guru pendidikan agama Islam yang berstatus 
pegawai negeri sipil baik yang memiliki NIP 15 maupun 13. Sedangkan secara khusus untuk 
jabatan tingkat Rektor hanya dapat diisi oleh guru yang memiliki status pegawai negeri 
sipil dan berNIP 13 saja dengan asalan bahwa SMAN merupakan lembaga pendidikan 
pemerintah daerah. Oleh karena itu yang berhak menjadi pucuk pimpinan lembaga tersebuat 
juga adalah pegawai pemerintah daerah diantaranya guru pendidikan agama Islam yang 
ber NIP 13. Hal ini terlihat dari sistem karir tertutup yang dikemukakan oleh Arikunto, 
sistem karir tertutup adalah  suatu jabatan hanya dapat diisi oleh staf yang sudah memiliki  
staf dalam organisasi, tidak dapat diisi. digunakan oleh orang lain dari luar (Khasani, 2010).

Sedangkan untuk bagian pengembangan dan pembinaan guru agama, menurut 
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Palangkaraya, umumnya kegiatan 
administrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Namun, guru agama 
juga mendapat perhatian lebih dari pengawas pendidikan agama. Kementerian Agama 
kota memberikan pembinaan secara berkala terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah 
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pusat dan daerah yang berkaitan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan. Otoritas 
sekolah juga menawarkan kemungkinan pengiriman angka kredit ke Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD). Khusus untuk guru agama Islam, berdasarkan pengakuan beberapa guru, 
mereka menyatakan bahwa mereka merasa memiliki dua orang tua kandung dan diasuh, 
diperhatikan dengan baik oleh keduanya (Junining, 2019). Pelatihan lebih lanjut untuk 
guru agama dan pengembangan keterampilan tambahan dilakukan oleh KKG (Kelompok 
Kerja Guru) untuk para guru agama di SD (Sekolah Dasar) dan melalui kegiatan MGMP 
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk guru agama di SMP (Sekolah Menengah). Institusi 
pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kota Palangkaraya juga telah terlibat dalam 
penguatan pemberdayaan dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah 
guru mata pelajaran (Hayadin, 2016).

PP 25 Tahun 2000 membagi kewenangan pusat dan daerah dalam peraturan 
pengelolaan pendidikan, dimana kewenangan daerah mencakup operasional 
penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan pendidikan, pengadaan guru, pengadaan sarana 
dan prasarana, pengadaan haban ajar dan alat pembelajaran. Pelaksanaan otonomi daerah 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terutama terkait dengan pendanaan dan 
pembiayaan pendidikan maka kebijakan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Suprapto, 2011).

Problematika Kebijakan Pengembangan Karir Guru PAI di Bawah Pemerintah Daerah

Namun demikian dengan adanya pembagian kewenangan pusat dan daerah 
memicu permasalahan, hal ini terjadi karena pemerintah pusat bertanggung jawab atas 
pengembangan profesional guru, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan 
dana untuk pengembangan profesional dan beban pemerintah pusat menjadi terlalu berat 
(Purwanto et al., 2020). Sedangkan menurut Aji (dalam Agus, 2020) posisi anggaran fungsi 
pendidikan dalam APBN 2019 untuk transfer daerah menunjukkan bahwa dari Rp 308,38 
WULOLXQ�� VHNLWDU� 5S� ������� WULOLXQ� GLSHUXQWXNNDQ� XQWXN� '$.� QRQ� ÀVLN� \DQJ� WHUGLUL� %26�
UHJXODU��%26�DÀUPDVL��%26�NLQHUMD��%23�3$8'��WXQMDQJDQ�SURIHVL��WXQMDQJDQ�NKXVXV�JXUX��
VHUWD�SHQDPEDKDQ�SHQJKDVLODQ�JXUX��6HGDQJNDQ�DQJJDUDQ�XQWXN�PHQLQJNDWNDQ�NXDOLÀNDVL�
nilai akademik tidak ada.

Padahal menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa 
pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan 
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NXDOLÀNDVL� DNDGHPLN� GDQ� VHUWLÀNDVL� EDJL� JXUX� SDGD� MDEDWDQ� \DQJ� GLDQJNDW� ROHK� VDWXDQ�
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 
(Widiarto, 2020). Bahkan dalam undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa substansi 
DQJJDUDQ�NXDOLÀNDVL�DNDGHPLN�GLWHQWXNDQ�ROHK�SHUDWXUDQ�QHJDUD��33�QRPRU����7DKXQ������
memuat ketentuan tersebut namun sayangnya ketentuan tersebut tidak dicantumkan lagi 
dalam PP nomor 19 Tahun 2017 (Alawiyah, 2018).

Sama halnya selama ini pembinaan guru pendidikan agama Islam berjalan dengan 
baik meskipun belum menjangkau seluruh guru pendidikan agama Isalm karena tidak 
didukung dengan anggaran pembinaannya yang memadai (Rosyada, 2017). Dengan 
keterbatasan anggaran itu maka pembinaan guru pendidikan agama Islam belum 
maksimal baik secara jumlah maupun kualitasnya. Secara jumlah pembinaan berupa 
seminar, workshop, orientasi, dan Diklat guru pendidikan agama Islam belum 
mampu menjangkau seluruh guru pendidikan agama Islam (Khasani, 2010).

Oleh sebab itu pandangan Kemenag, Pemda, Kepala Sekolah dan guru 
pendidikan agama Islam di Kota Palangkaraya kota makasar terhadap pengembangan 
karier guru pendidikan agama Islam maupun guru lainnya hendaknya diperlakukan 
sama oleh Pemerinta daerah. Untuk menjadi kepala sekolah, pejabat struktural di 
lingkungan Pemda dan Dinas Pendidikan, guru pendidikan agama Islam pada sekolah 
memiliki peluang yang sama dengan guru lainnya, yang penting mereka memiliki 
kompetensi dan profesionalime sesuai kebutuhan. Untuk menduduki sebagai kepala 
sekolah atau jabatan lain diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan keputusannya diserahkan 
kepada Pemda (Suprapto, 2011).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Karir Guru 
PAI di Bawah Pemda

Dalam membuat dan menetapkan kebijakan tentulah tidak mudah pasti terdapat 
banyak tantangan yang dilalui (Fajriana & Aliyah, 2019)skills, values, and attitudes 
UHÁHFWHG� LQ� WKH�KDELW�RI� WKLQNLQJ�DQG�DFWLQJ��7KHUHIRUH� WKLV� VWXG\�DLPV� WR�GHWHUPLQH� WKH�
challenges of teachers to improve the quality of Islamic religious education (Pendidikan 
Agama Islam: PAI, oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan karir guru 
pendidikan agama Islam di bawah pemerintah daerah terdapat faktor penghambatnya 
diantaranya yaitu  adanya pandangan bahwa Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan 
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melihat pendidikan agama Islam yang diselenggarakan pada sekolah termasuk bidang 
agama masih merupakan kewenangan penuh Kementerian Agama sebagai instansi 
vertikal (Suprapto, 2011). Kemudian kesadaran dan semangat para guru masih rendah 
dalam mengebangkan dirinya, baik itu bersifat individual maupun melalui kelompok 
organisasi profesi guru seperti kelompk kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran 
(Ma’muron, 2021). Selain itu pemerintah daerah juga mengalami kendala dan hambatan 
dalam pengadaaan guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah karena belum 
terdapat payung hukumnnya, contohnya dalam bentuk peraturan daerah, dan yang 
juga sering muncul dalam kegiatan pengadaan guru pendidikan agama Islam melalui 
pemerintah daerah yaitu dalam hal administarsi kepegawain yang belum tertata dengan 
teratur, artinya kedua instansi kementerian agama dan dinas pendidikan  masih saling 
mengandalkan satu sama lain. Disamping itu juga guru pendidikan agama Islam masih 
merasakan adanya sikap perlakuan diskriminatif, karena guru pendidikan agama Islam 
harus mengurus ke pemerintah daerah seperti mengurus persoalan kesejahteraan, gaji dan 
lain-lain, sementara pimpinan operasional yang berkaitan dengan tugas pokoknya masih 
kewenangan kementrian agama  (Suprapto, 2011).

Sementara faktor pendukungnya yaitu adanya aturan yang jelas terutama aturan 
tentang kepegawaain melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan terdapat suasana 
sosial perpolitakan keagamaan yang kondusif aman sehingga pemerintah daerah 
memberikan kesempatan kepada para guru pendidikan agama Islam untuk proaktif 
mengajukan program-program kegiatan melalui kegiatan kerja guru dan musyawarah guru 
mata pelajaran (Hendri, 2020). Kemudian telah ada koordinasi yang baik antara kementerian 
agama dan pemerintah daerah, selain itu juga pemerinta daerah ikut serta dalam mengangkat 
guru pendidikan agama Islam pada sekolah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan 
guru pendidikan agama Islam pada sekolah meskipun dari segi jumlahnya belum sesuai 
dengan kebutuhan yang diperlukan. Bentuk dukungan lainnya bahwa pembinaan guru 
pendidikan agama Islam di sekolah masih tanggung jawab Kementerian Agama dan Dinas 
Pendidikan, dilihat secara subtansi masih menadi tanggung jawab kementerian agama 
sementara untuk hal administrasi, tunjangan kesejahteraan serta pengembangan karier 
masih menjadi kewenangan dibawah pemerintah daerah dinas pendidikan  (Suprapto, 
2011).
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KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 
kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah pemerintah daerah 
telah diatur didalam undang-undang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2005 tentang guru. Namun dengan berjalan 
waktu kebijakan tersebut mengalami tumpang tindih dan menuai permasalahan di berbagai 
daerah dengan alasan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengembangan 
profesional guru, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan dana untuk 
pengembangan profesional dan beban pemerintah pusat menjadi terlalu berat dan berakibat 
SDGD�WLGDN�DGD�GDQD�XQWXN�SHQLQJNDWDQ�NXDOLÀNDVL�DNDGHPLN�SDUD�JXUX�SHQGLGLNDQ�DJDPD�
Islam.

Sementara untuk faktor penghambat dan pendukungnya dalam pelaksanaan 
kebijakan pengembangan karir guru pendidikan agama Islam di bawah masing-masing 
pemerintah daerah diantaranya yaitu kesadaran dan semangatnya para guru pendidikan 
agama Islam masih rendah dalam mengembangakan dirinya baik itu secara individual 
maupun melalui kelompok organisasi profesi guru seperti kelompok kerja guru dan 
musyawarah guru mata pelajaran, dan belum ada payung hukum pemerintah daerah 
dalam pengadaan guru pendidikan agama Islam, serta guru pendidikan agama Islam masih 
merasakan adanya sikap perlakuan diskriminatif.

Adapun untuk faktor pendukungnya yaitu adanya aturan yang jelas mengenai 
kepegawaain melalui badan kepegawaian daerah dan pemerintah daerah masih memberikan 
kesempatan kepada para guru pendidikan agama Islam untuk proaktif mengajukan program-
program kegiatan melalui kegiatan kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. 
Kumudian didukung juga dengan adanya koordinasi yang baik antara kementerian agama 
dan pemerintah daerah, selain itu juga pemerinta daerah ikut serta dalam mengangkat 
guru pendidikan agama Islam pada sekolah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan 
guru pendidikan agama Islam pada sekolah meskipun dari segi jumlahnya belum sesuai 
dengan kebutuhan yang diperlukan. Bentuk dukungan lainnya bahwa pembinaan guru 
pendidikan agama Islam di sekolah masih tanggung jawab Kementerian Agama dan Dinas 
Pendidikan.
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